PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG
PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014

tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,

maka sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

. 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal
8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan
Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil Cukai
Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun
2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
Nomor 9) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun
2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 17);



Menetapkan

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 17 Tahun
2011
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Bojonegoro
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun

tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah

(Lembaran Daerah

2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 21 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun

Anggaran 2014 dirinci sebagai berikut :

1.

2.

Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 196.055.495.187,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.717.167.927.509,00

c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.

Belanja

392.526.035.052,00

Jumlah Pendapatan Rp. 2.305.749.457.748,00

a. Belanja Tidak Langsung

1)
2)
3)
4)
S)

7)

Belanja Pegawai Rp. 988.453.441.982,36

Belanja Subsidi Rp. 209.000.000,00

Belanja Hibah Rp. 35.384.020.500,00

Belanja Bantuan Sosial Rp. 8.288.000.000,00

Belanja Bagi Hasil Kepada Rp. 1.346.400.000,00

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Keuangan Rp. 126.202.089.703,28

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintahan Desa

Belanja Tidak Terduga Rp. 1.007.400.000,00
Jumlah Belanja Tidak langsung Rp. 1.160.890.352.185,64



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp
2) Belanja Barang dan Jasa Rp.
3) Belanja Modal Rp.

Jumlah Belanja langsung Rp.
Jumlah Belanja Rp.
Surplus/(Defisit) Rp.

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp.
b. Pengeluaran Rp.
Pembiayaan Netto Rp.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.

Tahun Berkenaan (Silpa)

Pasal 2

117.239.166.605,00
600.195.666.552,00
540.068.731.242,00
1.257.503.564.399,00
2.418.393.916.584,64
(112.644.458.836,64)

200.164.827.710,64
87.520.368.874,00
112.644.458.836,64
0,00

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,

H SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.
SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008




